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BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA

BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

bahwa dalam upaya optimalisasi peran dan fungsi
Badan Usaha Milik Daerah terhadap pemenuhan
kebutuhan  masyarakat dengan  menyediakan
pelayanan publik sektor strategis untuk mendorong
pertumbuhan perekonomian di daerah dalam rangka
meningkatkan taraf hidup masyarakat;

bahwa guna mendukung kelancaran kegiatan usaha,
Badan Usaha Milik Daerah perlu melakukan
pengadaan barang/jasa secara efisien dan transparan;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan
Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelengara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun
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2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 6398);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi
Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5363);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6173);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021
tentang Sumber Daya  Manusia Pengadaan
Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 489);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14
Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air
Minum Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah
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Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5
Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa
Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN
BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.

10.

Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah
adalah Kabupaten Pangandaran.

Bupati adalah Bupati Pangandaran.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagian modalnya dimiliki Daerah.

Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut
Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya
dimiliki oleh 1 (satu) Daerah dan tidak terbagi atas
saham.

Direksi adalah organ Perumda yang bertanggung
jawab atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan
serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar
pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah
yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa
adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Badan
Usaha Milik Daerah yang dibiayai oleh anggaran
Badan Usaha Milik Daerah dan prosesnya sejak
identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima
hasil pekerjaan.

Pelaksana pengadaan adalah pejabat atau panitia yang
bertanggungjawab pada proses persiapan dan
pemilihan pengadaan.

Penyelenggara Swakelola adalah BUMD yang
menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

(1)

(2)

Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang
selanjutnya  disebut Swakelola adalah cara
memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh
BUMD.

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara
memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku
Usaha.

Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha
yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan
Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh
Perangkat Daerah sebagai pemberi pekerjaan.

Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan
yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang tertentu.

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disebut Penyedia adalah pelaku wusaha yang
menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
Barang adalah setiap benda berwujud atau tidak
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang
dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau
dimanfaatkan oleh pengguna barang.

Produk adalah barang yang dibuat atau jasa yang
dihasilkan oleh Pelaku Usaha;

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau
sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan,
pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan
pembangunan kembali suatu bangunan.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang
membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang
keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa
yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus,
dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola
yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu

memberikan pedoman bagi BUMD dalam pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya

berasal dari anggaran BUMD.

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:

a. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sesuai
dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan
BUMD dalam rangka meningkatkan dan menjaga
keberlangsungan BUMD;

b. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap
uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek
kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan
Penyedia;
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c. menyederhanakan dan mempercepat proses
pengambilan keputusan;

d. meningatkan kemandirian, tanggung jawab, dan
profesionalisme BUMD; dan

e. meningkatkan sinergi antar BUMD.

BAB III

KEBIJAKAN, PRINSIP DAN ETIKA

PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 3

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan
Barang/Jasa;

b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih
transparan;

c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya
manusia Pengadaan Barang/Jasa;

d. mengembangkan e-marketplace Pengadaan
Barang/Jasa;

e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi,
serta transaksi elektronik; dan

f. berorientasi pada pertumbuhan bisnis BUMD.

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai

berikut:

a. efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus

diusahakan dengan menggunakan dana dan daya
yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran
dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan
dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan
sasaran dengan kualitas yang maksimum;
transparan, berarti semua ketentuan dan informasi
mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan
dapat diketahui secara luas oleh Penyedia
Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat
pada umumnya.

Pasal 5

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa
mematuhi etika sebagai berikut:
a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa

tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran,
dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga
kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus
dirahasiakan  untuk mencegah  penyimpangan
Pengadaan Barang/Jasa;

melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sesuai
karakteristik dan bisnis proses BUMD dengan
mengacu pada best practice yang berlaku; dan
menghindari dan mencegah pemborosan dan
kebocoran keuangan BUMD.



BAB IV
PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Sumber Dana

Pasal 6

(1) Pengadaan Barang/Jasa BUMD yang diatur yaitu
pengadaan yang menggunakan anggaran BUMD.

(2) Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya
berasal dari APBN dan/atau APBD dilaksanakan
sesuai dengan kententuan peraturan perundang-
undangan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa

Pasal 7

(1) Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD meliputi:
a. Barang;
b. Pekerjaan Konstruksi;
c. Jasa Konsultansi; dan
d. Jasa Lainnya.

(2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
a. Swakelola; dan/atau
b. Penyedia.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB V
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
Pasal 8
(1) BUMD mengembangkan sistem pengadaan

barang/jasa secara elektronik.

(2) Sistem pengadaan secara elektronik diterapkan secara
bertahap.

(3) Dalam hal BUMD belum memiliki sistem pengadaan
secara elektronik mandiri, dapat bekerja sama dengan
Pemerintah Daerah atau lembaga lainnya yang
memiliki Sistem Pengadaan Secara Elektonik (SPSE).

BAB VI
ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 9

(1) Pembentukan organisasi Pengadaan Barang/Jasa
ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan
BUMD.

(2) BUMD diperkenankan menggunakan Agen Pengadaan
dalam hal belum memiliki pelaksana pengadaan yang
memiliki kompetensi untuk melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa.



(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Pengadaan
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan
Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk meningkatkan kualitas
penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan
asistensi.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa
dan Pembinaan BUMD.

Pasal 11

(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Pengadaan
Barang/Jasa.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan
yang baik dalam Pengadaan Barang/Jasa.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan
eksternal.

(4) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan oleh satuan pengawas intern,
komite audit, dan/atau komite lainnya.

(5) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang
melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Terhadap Peraturan Direksi mengenai pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa yang telah ditetapkan sebelum

Peraturan Bupati ini diundangkan, berlaku ketentuan

sebagai berikut:

a. tetap sah dan berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan peraturan Bupati ini; dan

b. dalam hal bertentangan dengan Peraturan Bupati ini,
harus disesuaikan dan ditetapkan paling lambat 6
(enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 15 Juni 2022

BUPATI PANGANDARAN,
ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 15 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

H. KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2022 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Sekretg .-—: Kabupaten Pangandaran,
W24,
£ \

~~Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010



